
 
 

 

 

 

WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 
 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 
 

NOMOR    33  TAHUN 2016 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  

NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA 

NON KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA                                   

DI KOTA BENGKULU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BENGKULU, 
 

Menimbang :  a.  bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan 

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka 

terdapat perubahan dalam penggunaan dana kapitasi 

jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan 
tingkat pertama milik pemerintah daerah; 

b. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum  

penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional 
untuk jasa pelayanan kesehatan tingkat pertama di 

lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, maka Peraturan 

Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Bengkulu perlu 
dicabut; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan  huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Bengkulu tentang Pencabutan Peraturan Walikota 
Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Dana 

Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama di Kota Bengkulu;  

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 1091); 

2. Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 2828); 

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 



4. Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4456); 

5. Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
5063); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 

8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 29), sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 

9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif 
Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 435); 



13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 

Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 761). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 31 TAHUN 2014 
TENTANG PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON 

KAPITASI PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI 

KOTA BENGKULU. 
. 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Di Kota Bengkulu (Berita 

Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 31) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

 

Pasal 2 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

 
 

Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal  12 Oktober 2016                      

 
WALIKOTA BENGKULU, 

dto 
 

H. HELMI HASAN 

 

Diundangkan di Bengkulu 

pada tanggal  12 Oktober 2016                         
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

dto 
MARJON 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR ...33..  


